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BUPATI BATANG,

bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus
disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan
kescjahicraan masyarakal scsual dengan amanah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga
harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daecrah
dan kemampuan kevangan dacrah;

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal B Agustus 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
FPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadys Daerah Tingkat [l
Pekalongsn, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan
Kabupaten Daeruh Tingkat 1l Batang (Lemberan Negara



Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381):

4. Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintal  Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2,

Daerah adalah Kabupaten Batang,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Dacrah Otonom.

Bupati adalah Bupati Batang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuvangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Dacrsh yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
Rencana Kerja Pembangunan Dacrah Kabupaten Batang yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Batang yang disusun setiap tahun,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adulah program prioritas dan batas makeimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk seliap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat Daerah.



Pasal 2
APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp
1,964.034.612.233,00 (satu triliun sembiian ratus enam puluh empat miliar
tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tiga
rupiah) dengan rincian scbagai berikut:

a. pendapatan Rp 1.902.452.411.838,00
b. belanja Rp 1.956.534.612.233.00
defisit Rp{54.082.200.395,00)
¢. pembiayvaan Daerah
1. penerimaan Rpa1.582.200.395,00
2. pengeluaran Rp 7.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 54.082.200.395,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Dacrah Tahun Anggaran 2023 scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rpl.902.452 411.838,00 (satu
triliun sembilan ratus dua miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus
sehelas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), vang bersumber dari:

a, pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp 315.624.540.238,00 (tiga ratus lima belas miliar
enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus
tiga puluh delapan rupiah |, yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli dacrah vang sah.

(2} Pajak daecrah schbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
scbesar Rp136.775.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujub
ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Retribusi dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 69.887.676.738,00 (enam puluh sembilan miliar
delapan ratus delapan puluh tujub juta enam ratus tujuh puluh enam
ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yvang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurmii ¢ direncanakan  secbesar
Rpl6.175.527.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta
lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(5] Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebuguimana dimaksud pada
avat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 92.786.336.500,00 (sembilan
puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga
pulth enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5
(1] Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul b
direncanakan sebesar Rp 1.586.347 871.600,00 (satu triliun lima ratus
delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan
ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), vang terdin atas:



a. pendapatan transfer pemeriniah pusat dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf & direncanakan sebesar Rp 1.439.103.780.000,00 (satu triliun
empat ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tga juta tuyjuh ratus
delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

& dana perimbangan sebesar Rp 1.218.518.607.000,00 (sawu triliun dua
ratus delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus
tujuh ribu rupiah) yang terdin dari:

1. dana transfer umum dana bag hasil sehesar Rp 35.572.064.000,00
(tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh
empat ribu rupiah), terdiri dari:

a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp
4.271.414.000,00 (empat miliar dua ratus tyjuh puluh satu juta
empat ratus empat belas ribu rupiah);

b) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 schesar Rp
15,p88.739.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh
delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

¢) dana  bagi hasil cukai  hasil tembakau  sebesar
Rp13.763.623.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh
tiga juts enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

d) dana bagi hasil sumber dava alam (SDA) gas bumi sebesar Rp
100.769.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah);

¢) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas
bumi sebesar Rp 14.218.000,00 {empat belas juta dua ratus
delapan belas ribu rupiah);

N dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan
batubara-royalty sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empatl
puluh enam ribu rupiah);

g dana bagi hasil sumber daya alam (SDA} kehutanan- provisi
sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 561.577.000,00 (lima
ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiahl;

h) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp
1.271.448.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta
empal ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

2, dana transfer umum dana alockasi umum sebesar Rp
840.739.705.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

3. dana transfer khusus sebesar Rp 342.206.838.000,00 (tiga ratus
empal puluh dua miliar dua ratus enam juta delapan ratus tiga
puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:

a) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 68.640,107.000,00
[enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta
seratus tujuh ribu rupiah); _

b) dana alokasi khusus (DAK) non fisik scbesar Rp
272.566.731.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima
ratus enam puluh enam juta tyjuh ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);

b. dana desa (DD} sebesar Rp 220.585.172.000,00 (dua ratus dua puluh
miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu
rupiah).

(3) Ftndapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl147.244.091.600,00 (empat puluh tujuh



(1)

2)

miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu nibu enam

ratus rupiah), vang terdiri dari: .

a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp136.034.091.600,00 [seratus tiga
puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu
énam ratus rapiah);

b. bantuan keuangan sebesar Rp11.210.000.000,00 (scbelas miliar dua
ratus sepuluh juza rupiah).

Pasal 6
Lain-lain pendapatan dacrah yeng sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus
delapan puluh juta rupiah) yang merupakan Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat.
Pendapatan Hibah dari Pemeriniah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 [empat ratus delapan
puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja dacrah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.956.534.612.233,00 (satu triliun
sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam
ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdin atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

b. belanja tidak terduga; dan

e. hbelanja transigr.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 8
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimalksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.764.112.747,942,00 (satu triliun tujuh ratus
enam puluh empat miliar seratus dua belas juta tujuh ratus cmpat puluh
tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. helanja barang dan jasa;
¢. belanja hikah; dan
d. belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan scbesar Rp 837,068.660.855,00 (delapan ratus tiga puluh
tujub miliar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu
delapan ratus lima pulith lima rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 825.271.615.534,00 (delapan ratus dua puluh
lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu
lima ratus tiga puluh empat rupiah).
Belanja hibah sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 90,069.731.553,00 (Sembilan puluh miliar enam puluh
semsilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga
rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan secbesar Rp 11.702.740.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus
dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah),



(1)

(2)
(3)

)

(5)

()

(7)

Pasal 9
Anggaran belanje modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanzkan sebesar Rp 144.379.4 10.215,00 (seratus empat puluh
empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh
ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
belanja modal tanah;
belarja modal peralatan dan mesin;
belarja modal bangunan dan gedung;
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal asct tetap lainnya; dan
. belanja modal aset lainnya.
Belanja maodal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Belanja modal peralatan dan mesin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 25.236.967.498,00 (dua puluh lima
miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh
ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan scbesar Rp 49,195.907.035,00 (empat puluh
sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh
ribu tiga puluh lima rupiah);
Belanja modal jalan, jaringen, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.375.928.453,00 (enam
puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus
dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 220.607.229,00 (dua ramus dua puluh
juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
Belanja modal asel tetap lannya schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul { direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah)

papTE

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupizah).

(1)

(2)

3

Pasal 11
Anggaran belanja transfer scbagaimani dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanalkan schbesar Rp 36.042.454,076,00 (tiga puluh enam miliar
empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tajuh puluh
enarn rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
h. belanja bantuan keuangan.
Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a
direncanakan sebesar Rpl3.959.954.076,00 (tiga belas miliar sembilan
ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu
tujuh puluh enam rupiah).
Belanju bantuan keuangan sehugaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
direncanakan sebesar Rp 22.082.500.000,00 (dua puluh dua miliar
delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Pasal 12
Anggaran pembiayaan dacrah tahun anggaran 2024 scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢ direncanakan scbesar Rp54.082.200.395,00 (lima
puluh empat miliar delapan puluh dua juts dua ratus ribu tiga ratus sembilan
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
@. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan,

Pasal 13

(1} Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sebesar Rp ©1.582.200.395,00 (enam puluh
satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu liga ratus
sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari sisa lebth perhitungan

tahun anggaran scbhelumnya;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran scbelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan scbesar Rp
61.682.200.395.00 [ensm puluh satu miliar lima ratus delapan puluh
dita juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 14
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta rupiah), yang hersumber dari penyertaan modal daerah
(2) Penvertaan modal daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar ma ratus juta

ruptah).

Pasal 15

(1} Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan erjadinya surplus/(defisit] sehesar
Rp54.082.200.395,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh dua juta
dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembinyaan direncanakan sebesar
Rp54.082.200.395,00 (lima puluh empal miliar delapan puluh dua juta
dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 16

{1} Dalam keadaan darurat termasuk keperfuan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Peraturan Dacrgh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran [(LRA] apabila
Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



. kerusaksn sarane/prasarana vang dapat mengganggu kegiatan

i pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

¢. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah;

dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya vang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bag Pemerintah Daerah dan atau

masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebil lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiranl ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran Il ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

c. Lampiran 11 Fncian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub keglatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan
sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten batang;

e. Lampiran V rekapitulasi belanja  daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;

f. Lampiran VI rekapitulasi  belanja  untuk pemenuhan  Standar
Pelayanan Minimal;

Lampiran VI sinkronisasi program pada RPD dengan rancangan
APBD;

h. Lampiran VIIl  sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;,

i. Lampiran IX sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas
provinsi dengan program prioritas kabupaten;

j,  Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

k., Lampiran Xl daftar piutang daerah;

m. Lampiran XIl  daftar penyértaan modal dacrah dan investasi daerah
lainnya;

n. Lampiran X1 dalar perkiraan penambahan dan pengurangan aset;

0. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

p. Lampiran XV  daftar dana cadangan; dan

q. Lampiran XV1  daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenal penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai
jandasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan
Peraturan Bupati



Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada wanggal diundangkan.

Agar sctinp oreng mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dzlam Lembaran Dacrah Kabupaten
Bulang,

Dinndangkan di Batang
pecin tangg ' Desember 2083

K ’.h
RFATH
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-383/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian vang cukup
mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan, akuntabel, efektif dan cfisicn. Scjalan dengan itu, perubahan
repulasi di bidang pengelolaan Negara dan Daerah bergerak sangat
dinamis yang ditandai dengan lahirnys beberapa produk ketentuan
perundang-undangan yang sangat stralegis untuk meénjadi payung
hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara
dalam memanfaatkan dan mengelela sumber-sumber pembiayaan
maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman
dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan
menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang
direncunaokan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk aspirasi
yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Scmentara
APBD Tahun 2024 yang masirg-masing telah disepakati dengan Nota
Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjad: acuan
bagi seluruh Satuan Kerje Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 sesuai makna dan hakikat
sistemn anggaran kinerja.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
memuat kebijakan tentang rencana anggaran pendapatan, rencana
anggaran belanja dan rencana pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu)
tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik
penyclenggaraan  pelayanan  dasar  maupun  penyelenggaraan
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Siklus APBD sccara
umum dapat digambarkan meliputi :

a) Tahap Penyusunan RAPBD dan Penetapan;

) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;

¢) Tahap Pelaporan dan Pertanggungawaban APBD.

Siklus APBD Tahun Anggaran 2024 akan berakhir pada saat perhitungan
dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggoran 2024 ditetapkan
menjadi Peraturan Dacrah.

Sesuai ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten
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Batang tclah disesusikan dengsn Keputusan Gubernur Jawa Tengah
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
tentang APBD Tahun 2024 dan Rancangan Persturan Bupati Batang
\entang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun

Anggaran 2024,
. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
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LAMPIRAN 1
. PERATURAM DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR @ TaWut 2033
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APED YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KOUE URAIAN SRR |
4 2 3 |
4 PENDAPATAN DAERAH

a1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 315624540 23800
4101 Pajak Dusran o - 136.775.000.500,00
4102 ittt Cornly 45807 ET6.738.00
4103 Haall Pengeloatn Hakaraan Dadrah yang Doisaskan 16 75597 000,00
104 | Lainedain PAD yang Sah 02 78338 503,00
42 | PENDAPATAN TRANSEER 1.505.347 871.000,00
420 [ ————— 1 438 103780 009,00
4209 | Pendupston Tronsiur Arkor Deoiah 147 244.091.500,00
.y LAIN-LAIN PENDAPATAN DACRAH YANG BAH 480,000.002,00
430 Procapatan Hbah 4B0.000 0
2201 Lair-tan Pandapatas Sesual dengan Keutuen Poratuten Perndang-Undangsn 0,00
- dumiah Pandapatan 1.002 452.411.838,00

5 BELANJA DAERAH

5 BELANJA OPERAS| 1764 112.747.342.00
51.m Belara Pogawni AT DAAAYY 354 00
5102 ml_.-:ﬁl n;-m dan tass 625.271.614.534,00
51000 Baiunn Hitvah 90,008 791 563,00
5,08 Baiania B hluan Sosil - 11,702 742,000,00
82 BELANJA MODAL 144.370.810.215,00
nzom Batunju Modal Tanan 100.000.000,2¢
L Balare Modil Perstolen dan Mewin 25 TANGA7 495 00
5209 Bolanja Motal Gadsg din Bnrgsinss 48 H5.907.035,00
5304 Halania Modul Jsimn danngan. den idoasi : 20,375,008 450,00
5208 Bosania Modul Aset Tatas Laiarya y 230,607 229,00
¥ 2006 Balanja Morial Asel Lairnya 250,000 000,00
52 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.000.000.000,00
5 301 Betana Tdak Tarduga 12.000.000.000.00
fd AELANJA TRANSFER 16.042.454 076,00
B4 Ha'anja Bag H;JI 13,858 954 070,00
LN -] Dhariariyin Bardtuien W Lamgian 0K} B0 000, (0

Hiiliweon |




KOBE URAIBN JUMLAK (Rpj
1 z 3
Jiseniah Beranja 1856 534E12 223,00
Total Surplus!(Dutisit) -54 062.708 395,00
" PEMBIAYAAN DAERAH

i | PENERIMAAN PEMBIAYAAN §1.562.200 395,00

%701 Biea Lok Park ungsp Arggaran Tattun Sabeumiym &1 BE2 20l 66,60

G2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7 500.60€ 950,00

B2 Pomyeraan Moda Daaran 7500 000 000,00
Jumiah Pongeismn Pemibiayaan TS 000 b Be
Purnpliny aan Mato 54.082.200 305,00

83 Biga Labin Pirrm:yunwm_ Ehasrah Tamur Saunesn [SKPA) 060




